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PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Di lingkungan Dephan dan TNI, mekanisme
pelaksanaan program kerja dan anggaran berbeda
dengan Departemen lain. Pada Departemen lain,
pelaksanaan program dapat langsung dimulai setelah
DIPA disahkan, namun di jajaran Dephan dan TNI
pelaksanaan program harus menunggu otorisasi,
akibatnya proses pelaksanaan program akan lebih lambat
dan pada program-program yang penyelesaiannya
memerlukan waktu yang panjang dapat melampaui tahun
anggaran berjalan, kondisi ini berpotensi untuk terjadinya
penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

/ b. Pasal9.....
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b.  Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Permenhan nomor -
PER/06/M/VII/2006, tanggal 6 Juli 2006 menyebutkan
bahwa “Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan
proses pengadaan barang/jasa militer sebelum dokumen
anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan
yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan
penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Militer (SPPBJM) dan penandatanganan  kontrak
pengadaan barang/jasa militer dilakukan setelah
dokumen anggaran untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disahkan”

c. Untuk mengantisipasi keterlambatan proses
pelaksanaan program kerja, perlu dilakukan langkah-
langkah proses percepatan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa militer di lingkungan Dephan dan TNI,
sebagai dasar aturan maka perlu diterbitkan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Militer
Mendahului Otorisasi di lingkungan Dephan dan TNI.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah, untuk
mengatur pelaksanaan kegiatan (Belanja Barang, Belanja
Modal dan Belanja Lain-lain) mendahului Otorisasi di
lingkungan Dephan dan TNI yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari APBN.

b.  Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat agar
pelaksana program/kegiatan di lingkungan Dephan dan
TNI dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
militer dengan lebih cepat, efektif, efisien dan tidak
melampaui tahun anggaran berjalan.

/ 3. Dasar. .. ..



3. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

b.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286).

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

d. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-
perubahannya.

f. Peraturan  Menteri Pertahanan  Nomor
PER/06/M/VI11/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan = Pengadaan Barang/Jasa Militer di
lingkungan Departemen Pertahanan RI dan Tentara
Nasional Indonesia.

4. Ruang Lingkup. Lingkup petunjuk pelaksanaan ini
meliputi semua kegiatan yang sumber anggaran sebagian
atau seluruhnya menggunakan dana APBN dan hanya berlaku
di lingkungan Dephan dan TNI.
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Tata Urut. Petunjuk pelaksanaan ini disusun

dengan tata urut sebagai berikut :

a. Bab | . Pendahuluan
b. Babll . Pelaksanaan
c. Babllil : Penutup

Pengertian. Yang dimaksud dengan :

a. Policy Letter Menhan adalah suatu kebijakan
tentang kegiatan beserta alokasi anggarannya yang
harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan oleh
Satker/Subsatker yang berada di lingkungan Dephan
dan TNI, sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program dan
Anggaran Unit Organisasi Dephan dan TNI (PPPA UO
Dephan dan TNI).

b.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencarian
dana atas beban APBN serta dokumen pendukung
kegiatan akutansi pemerintah.

c. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan
kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu
dalam rangka pengurusan umum keuangan negara
untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran
dan/atau penerimaan bagi negara.

d. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah
dokumen anggaran lain yang dipersamakan dengan
DIPA

/ e. Rencana. . ...



e. Rencana Kerja dan Anggaran Pertahanan negara
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan pertahanan negara yang
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah
dan Rencana Strategis Pertahanan Negara dalam satu
tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

f. Rencana Kegiatan (Rengiat) adalah penjabaran
lanjut rencana penggunaan anggaran, dengan tujuan
untuk mempermudah proses pengawasan dan
pengendalian.

g. Kegiatan adalah suatu rangkaian tindakan atau
pekerjaan Dbersifat khusus yang dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

h. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang
memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko
tinggi dan/atau menggunakan peralatan di desain khusus
dan bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).

i. Unit Organisasi (UO) adalah salah satu tingkatan
dalam organisasi pengelola program dan anggaran
dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi
beberapa Satuan Kerja (Satker) dan/atau Komando
Utama (Kotama).

J- Kepala Unit Organisasi (Ka UO) adalah pimpinan di
unit organisasi pengelola program dan anggaran yang
pada pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada
pejabat yang ditunjuk. Unit Organisasi di lingkungan
fungsi pertahanan meliputi :

1) Unit Organisasi Dephan dipimpin oleh Sekjen
Dephan;

/ 2) Unit.....



2) Unit Organisasi Mabes TNI dipimpin oleh
Panglima TNI yang pelaksanaannya didelegasikan
kepada Kasum TNI;

3) Unit Organisasi Angkatan dipimpin oleh Kas
Angkatan masing-masing;

4) Kepala Kegiatan (Kagiat) adalah pejabat
struktural Dephan dan TNI yang diangkat oleh Ka
UO di Dephan dan TNI, yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa militer
yang dibiayai dari APBN.

k. Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) adalah
pejabat struktural atau pejabat teknis yang diangkat oleh
Ka UO/Kakotama/Kasatker di lingkungan Dephan dan
TNI, yang bertanggung jawab secara teknis atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa militer yang dibiayai
dengan APBN.

l. Satuan Kerja adalah :

1) Organisasi struktural Dephan/TNI  yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa militer yang dibiayai dengan APBN.

2) Satuan/badan terkecil atau kelompok dari
satuan/badan dimana diselenggarakan kegiatan
administrasi secara bulat yang meliputi bidang
personel, materiil, keuangan, hukum dan
keamanan.

3) Organisasi Pengguna Anggaran (OPA) yang
memiliki perangkat untuk melaksanakan kegiatan
dan sebagai pengelola serta penanggung jawab
penggunaan anggaran yang dialokasikan.

m. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Dephan dan TNI
dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.

/ o. Kuasa.....



n. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan
anggaran Dephan dan TNI.

0. Pemakai Barang/jasa Militer (User) adalah instansi
di lingkungan Dephan dan TNI yang menerima
Barang/jasa militer sebagai hasil pengadaan guna
memenuhi  kebutuhan organisasi dalam rangka
melaksanakan tugasnya.

p. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat
Dephan dan TNI yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik
pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa militer.

q. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang
diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Militer dengan nilai sampai dengan
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

r. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh
Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan
pemilihan Penyedia Barang/Jasa Militer.

s. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan
uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi
dan barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan
oleh pengguna barang/jasa.

t. Jasa adalah jasa pekerjaan pemborongan dan/
atau jasa lain yang melekat pada pengadaan barang
yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan
dukungan bagi kegiatan UO Dephan dan TNI.

u. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa Militer dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa militer.

/ 7. Kriteria.. ...



7. Kriteria Pelaksanaan. Kegiatan yang dapat
dilaksanakan mendahului  otorisasi harus  memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Kegiatan tersebut masuk dalam DIPA dan PPPA
Dephan/TNI pada tahun anggaran berjalan berupa :

1)  Kegiatan Belanja Pegawai.

2) Kegiatan Belanja Barang.

3) Kegiatan Belanja Modal.

4) Kegiatan Belanja Lain-lain.
b. Pekerjaan yang bersifat kompleks.

c. Kegiatan/pekerjaan bersifat darurat dan harus
segera dilaksanakan, karena menyangkut kebutuhan
anggota yang sangat mendesak dalam kegiatan operasi.

d. Kegiatan/pekerjaan yang apabila dilaksanakan
menunggu diterbitkannya otorisasi dapat dipastikan akan
melampaui tahun anggaran berjalan.

e. Kegiatan/pekerjaan yang mempunyai tingkat
kesulitan tinggi dan membutuhkan waktu pelaksanaan
lama.

f. Kegiatan/pekerjaan mempunyai skala prioritas
tinggi.

BAB Il
PELAKSANAAN

8. Tahapan Mendahului Otorisasi

a. Memilah kegiatan yang tercantum di dalam PPPA,
Program Kerja yang akan dilaksanakan mendahului
otorisasi.

/ b. Pelaksana. . ...



9

b. Pelaksana Program secara bottom-up mengajukan
surat permohonan izin kepada KA U.O untuk
melaksanakan kegiatan mendahului otorisasi dengan
tembusan unsur pengendali dan unsur pengawas.

c. Proses kegiatan dimulai sejak PPPA, Program Kerja
yaitu berupa pembentukan kepanitiaan, pembuatan
rencana kegiatan, pengumuman di media massa,
termasuk seleksi peserta lelang, sedangkan untuk belanja
lain-lain  proses  kegiatan disesuaikan ~ dengan
kebutuhannya.

d. Pejabat penerbit otorisasi menyetujui dengan
menerbitkan Surat Persetujuan Mendahului Otorisasi
(SPMO), yang akan dipergunakan sebagai dasar
melaksanakan kegiatan program.

e. Dalam hal pelaksanaan kegiatan :

1)  Menggunakan sistem kontrak  Kepala
Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) harus
memperhatikan ketentuan sebagai berikut

a) Surat Persetujuan Mendahului Otorisasi
(SPMO) dari pejabat penerbit otorisasi
dipergunakan sebagai dasar kontrak;

b) Dalam kontrak Kerja harus
mencantumkan pasal yang mengatur tentang
pembayaran akan dilaksanakan setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi
(SKOP/P3).

c) Setelah Surat Keputusan Otorisasi
(SKO) diterbitkan, maka akan dilakukan
addendum kontrak kerja yang berkaitan
dengan :

(1) Dasar kontrak (yang semula SPMO
merupakan dasar kontrak di ubah SKO
menjadi dasar kontrak);

(2) Cara pembayaran;

/ 2) Untuk.....
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b. Pelaksana Program secara bottom-up mengajukan
surat permohonan izin kepada KA U.O untuk
melaksanakan kegiatan mendahului otorisasi dengan
tembusan unsur pengendali dan unsur pengawas.

c. Proses kegiatan dimulai sejak PPPA, Program Kerja
yaitu berupa pembentukan kepanitiaan, pembuatan
rencana kegiatan, pengumuman di media massa,
termasuk seleksi peserta lelang, sedangkan untuk belanja
lain-lain  proses  kegiatan disesuaikan ~ dengan
kebutuhannya.

d. Pejabat penerbit otorisasi menyetujui dengan
menerbitkan Surat Persetujuan Mendahului  Otorisasi
(SPMO), yang akan dipergunakan sebagai dasar
melaksanakan kegiatan program.

e. Dalam hal pelaksanaan kegiatan :

1) Menggunakan sistem  kontrak Kepala
Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) harus
memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a) Surat Persetujuan Mendahului Otorisasi
(SPMO) dari pejabat penerbit otorisasi
dipergunakan sebagai dasar kontrak;

b) Dalam kontrak Kerja harus
mencantumkan pasal yang mengatur tentang
pembayaran akan dilaksanakan setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi
(SKOP/P3).

c) Setelah Surat Keputusan Otorisasi
(SKO) diterbitkan, maka akan dilakukan
addendum kontrak kerja yang berkaitan
dengan:

(1) Dasar kontrak (yang semula SPMO
merupakan dasar kontrak di ubah SKO
menjadi dasar kontrak);

(2) Cara pembayaran;

/ 2) Untuk.....
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2) Untuk kegiatan lain yang tidak
menggunakan kontrak, dukungan biaya dilakukan
dengan menggunakan UUDP (Uang Untuk
Dipertanggungjawabkan).

3) Proses selanjutnya sesuai dengan
pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini di
jajaran Dephan/TNI (berpedoman pada Permenhan
Nomor 06 Tahun 2006).

9. Persetujuan. Pengajuan pelaksanaan kegiatan
mendahului otorisasi harus mendapat persetujuan dari
penanggung jawab  program/kegiatan. Yang berhak
menerbitkan persetujuan mendahului otorisasi (SPMO) di
setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

a. Di tingkat Fungsi Pertahanan oleh Kepala Fungsi
Pertahanan yang dijabat oleh Menteri Pertahanan.

b. Di tingkat TNI oleh Kepala Program TNI yang
dijabat oleh Panglima TNI.

c. Di tingkat UO Dephan oleh Kepala Program Unit
Organisasi Dephan dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris
Jenderal Departemen Pertahanan RI.

d. Ditingkat UO Mabes TNI oleh Kepala Program Unit
Organisasi Mabes TNI yang dijabat oleh Panglima TNI.

e. Ditingkat UO Angkatan oleh Kepala Program Unit
Organisasi Angkatan yang dijabat oleh Kepala Staf
Angkatan.

f. Di tingkat Satker di lingkungan UO Dephan yang
mempunyai subsatker oleh Kepala Kegiatan yang dijabat
oleh  Sekjen/Kabadiklat/Kapusku Dephan selaku
Kasatker.

/ g. Ditingkat. . ...















